PENETAPAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJWABAN KEUANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 786/PY.02.2-Kpt/7403/KPU-Kab/XI11/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MUNA TAHUN 2020

ABSTRAK

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang
Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan
Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Udang-undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512); Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/Kota, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang



CATATAN

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

: - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada
tanggal 10 Desember 2020.
- Lampiran 13 Halaman.



